BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN PENYALURAN PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA

DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4),
ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran
Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kepada
Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun
Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Maluku Barat Daya tentang Tata Cara
Penyaluran Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana
Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat
Daya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4877);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Permendes PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas
penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku
Barat Daya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Nomor 11 Tahun 2021);

Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Maluku Barat Daya Tahun 2020 Nomor 1});

Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 34 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Maluku
Barat Daya Tahun 2021 Nomor 34).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
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Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.

DPMDPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,;

BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) yang mempunyai tugas membantu bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati
di wilayah kecamatan;

Tim Verifikasi adalah Tim Kabupaten yang bertugas memverifikasi berkas
pangajuan Alokasi Dana Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang
diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa;

Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat
Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Wilayah;

Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa;

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli
desa,dibeli atau diperoleh hak lainnya yang sah;

Angggaran pendapatan belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas
dan disetujui;

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
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Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa;

Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunn merupakan
penjabaran dari RPJM-Desa yang membuat rancangan kerangka
ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang
dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan
pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan Rencana Kerja Pembangunan Menengah Desa;

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mintra Pemrintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat;

Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawarata Desa;

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program,
kegiatan, danpendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat;

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan
atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan
dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang
berwenang;

Pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa adalah Kepala Desa
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan desa;

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

Sekretariat Desa bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa;,

Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai
dengan bidangnya;

Pelaksana Teknis Kegiatan BPD adalah sekretariat BPD yang karena
jabatannya ditunjuk oleh ketua BPD dan bertugas mengelola dana
tunjangan dan operasional BPD;

Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang
ditetapkan;

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa
adalah angka yangmencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur, trasnportasi dan komunikasi;

Klaster jumlah penduduk adalah banyaknya populasi penduduk dalam
suatu wilayah, tempat dan/desa.
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Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa
adalah angka yangmencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa
berdasarkan  variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur, trasnportasi dan komunikasi;

Klaster jumlah penduduk adalah banyaknya populasi penduduk dalam
suatu wilayah, tempat dan/desa.

BAB II
PENGALOKASIAAN DAN PENGGUNAAN ADD
SERTA TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
PENGALOKASIAAN ALOKASI DANA DESA DALAM APBD
Pasal 2

ADD Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.

Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) ADD dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

Besaran Alokasi Dana Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (2) sebesar
Rp. 77. 244.800.000,- (tujuh puluh tujuh milyard dua ratus empat puluh
empat juta delapan ratus ribu rupiah).

ADD sebagaimana yang dimasksud pada ayat (1) di administrasikan dan
dikelola melalui APBDesa.

Pasal 3

Pengalokasian ADD setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan

Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara

Bupati dan DPRD;

Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk 1

(satu) tahun anggaran;

Pengalokasian ADD sebagaimna dimaksud dalam pasal 2 ayat (3)

mempertimbangkan :

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa,

b. kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah desa; dan

c. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan
tingkat kesulitan geografis desa;

Bupati dapat menentukan besaran presentasi Alokasi Dasar ADD sesuai

dengan Kklaster jumlah penduduk, Alokasi Kinerja, dan ADD Formula

dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian

ADD;

Pasal 4

Besaran presentasi sebagaimna dimaksud pada pasal 3 ayat (2) untuk setiap
Desa diatur dengan ADD Minimal dibagi sesuai dengan klaster jumlah
penduduk sebesar 71.04% (tujuh puluh satu koma empat per seratus),
Alokasi Kinerja ADD sebesar 4.74% (empat koma tujuh puluh empat per
seratus), Alokasi Operator Website Desa sebesar 5.28% (lima koma dua pulah
delapan per seratus) dan ADD formula sebesar 18.9% (delapan belas koma
sembilan perseratus) dibagi berdasarkan bobot desa.



(2) Rumus untuk menentukan ADD adalah sebagai berikut:
a. ADDx = ADDM +ADDAK+ADDOW+ADDPX

Keterangan
ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa X
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa untuk
Kabupaten Berdasarkan Klaster Jumlah Penduduk
ADDAK : Alokasi Dana Desa Untuk Desa yang ber-Kinerja baik
ADDOW : Alokasi Dana Desa Untuk Operator Website Desa
ADDPX : Alokasi Dana Desa Formula untuk Desa X
b. ADDPx =BDX*(ADD -(ADDM+ ADDAK+AADAF))
Keterangan
BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
ADD : Total Alokasi Dana Desa
ADDM : Jumlah Seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan
desa.

Pasal 6
Penentuan Nilai Bobot Desa meliputi:

(1) nilai bobot desa (BDx) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan
beberapa variabel independen;

(2) variabel independen merupakan indikator yangn mempengaruhi
besarnya Nilai Bobot setiap Desa dengan Desa lainnya,

(3) variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa
(BDx) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan
Desa, luas Wilayah Desa dan tingkat Kesulitan Geografisnya Desa;

(4) besaran nilai bobot desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:
BDX= alKV1x+a2KV2x+a3KV3x+....... +anKVnx

Keterangan :

BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

KV1,KVnx : Kovesien Variabel pertam,kovesien Variabel n
al,a2,an : Angka Bobot Masing-masing Variabel

Pasal 7
Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X (KV1x,KV2x,...):

(1) koefisien variabel adalah kofesien (angka) Desa, yang dimiliki oleh Desa
untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk Desa angka
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis
Desa;

(2) koefesien variabel Desa merupakan perbandingan antara angka variabel
setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa,;

(3) besaran koefesien variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan
menggunakan rumus :

_Vi2.x
KV1,2,.x= Svn
Keterangan:

KV1,2,..x : Nilai KoefesienVariabel pertama, Kedua, dan seterusnya
untuk desa X. Misalnya Nilai Variabel Kemiskinan Desa
X,nilai Variabel Pendidikan, dst.

V1,2..x : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk
desa , misalnya; angka jumlah kemiskinan, angka jumlah
penerima beras raskin, dst.



(1)

(2)

>Vn : Jumlah angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya

untuk seluruh desa. Misalnya jumlah kemiskinan
kabupaten,dst.

Pasal 8

Penentuan Bobot Variabel (a) :

a.

b.

C.

setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan
berdasarkan kesepakatan daerah;

angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus
berjumlah 1 (satu): al+ a2 + a3 +...+an =1

al,a2,a3...an : angka Bobot Pertama, Kedua, hingga ke- n.
Misalnya : Bobot Jumlah Penduduk 0,10; Bobot Jumlah Penduduk
Miskin 0,40; dst.

bobot untuk menentukan masing-masing variabel ditentukan sebagai
berikut :

VARIABEL BOBOT NILAI
JUMLAH PENDUDUK (JP) 10 % 0,10
JUMLAH PENDUDUK MISKIN .

JPM) 40 % 0,40

LUAS WILAYAH (LW) 20 % 0,20

INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS 30 % 0,30
(IKG)

JUMLAH 100 % 1

Pasal 9

Data komponen masing-masing variabel independen sebagaimna
dimaksud pada pasal 8 yaitu :

a.

jumlah penduduk, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah
penduduk Desa dibagi jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-
Kabupaten;

kemiskinan, yaitu nilai koefesien yang diperoleh berdasarkan jumlah
banyaknya kemiskinan di masing-masing Desa yang dibandingkan
dengan jumlah banyaknya kemiskinan se-Kabupaten;

luas wilayah, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan luas
daratan wilayah Desa dalam Km?;

tingkat kesulitan geografis desa, yaitu indeks kesulitan geografis Desa
yang dihitung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar,
kondisi infrastruktur, transportasi.

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

Rincian Aokasi Dana Desa yang diterima setiap desa seperti terlampir pada
peraturan bupati ini.
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BAGIAN KETIGA
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

ADD dipergunakan untuk :

penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;

tunjangan kepala desa;

tunjangan badan permusyawaratan desa;

operasional pemerintahan desa;

operasional badan permusyawaratan desa;

Insentif kepala soa, saniri, marinyo, linmas dan lembaga adat lainnya;
insentif operator desa;

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
ADD untuk Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d digunakan untuk membiayai :

a. alat tulis kantor, perlcngkapan dan pcralatan kantor;

b. cetak penggandaan/fotocopy;

c. biaya perjalanan dinas;
d
e

SR M0 Ao op

biaya rapat-rapat desa; dan
pengadaan pakaian dinas dan / atau olahraga aparat pemerintahan
desa.
ADD untuk Operasional BPD sebagaimana dimaksud pad: ayat (1) huruf e
digunakan untuk membiayai :
a. alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
b. cetak penggandaan/fotocopy;
c. biaya perjalanan dinas;
d. biaya rapat-rapat desa; dan
e. pengadaan pakaian dinas dan / atau olahraga aparat pemerintah
desa.
Besaran insentif kepala soa, saniri, operator desa, linmas desa dan
lembaga adat lainnya ditetapkan dalam lampiran peraturan bupati ini, dan
dapat ditambahkan dalam keputusan kepala desa dengan menggunakan
anggaran yang bersumber dari PADes.
ADD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan
Pemberdayaan Masyaraakt Desa sebagaimana yang dimasksud pada ayat
(1) huruf h, dapat digunakan untuk :
a. meningkatkan kemampuan sumber daya aparat pemerintah desa dan
BPD;
b. biaya pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana infrastruktur
desa (fasilitas umum) di desa;
c. biaya kelengkapan sarana prasarana pemerintahan desa, antara lain
dapat digunakan untuk pengadaan komputer, laptop, mesin ketik,
meja kursi, gorden, teralis, genset, air condition, telepon, radio ssb,
papan monografl, papan nama kantor, sepeda motor;
biaya pemeliharaan inventaris kantor;
kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
kegiatan posyandu,;
penyertaan modal bagi badan usaha milik desa;
bantuan peralatan dan bahan untuk kelompok pemberdayaan;
bantuan bagi pembangunan fasilitas keagamaan di desa.
ADD untuk melaksanakan semua kegiatan, tidak boleh terjadi duplikasi
anggaran dengan sumber dana dari dana desa atau dana lain untuk
membiayai kegiatan yang sama.

s N SN



(7) Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan
kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka dipilih sesuai dengan
skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang bersifat mendesak.

(8) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun.

(9) Ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban ADD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Bupati.

(10) Ketentuan mengenai arah penggunaan/petunjuk teknis penggunaan ADD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

BAB IV
PERSYARATAN, MEKANISME PENYALURAN
BAGIAN KESATU
PERSYARATAN PENYALURAN
Pasal 12

Penyaluran Alokasi Dana Desa melalui proses transfer ke Rekening Kas Desa
dengan proporsi nilai alokasi ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dalam
tiga tahapan yakni :

a. tahapl : 40% (empat puluh per-seratus)
b. tahap II : 40% (empat puluh per-seratus)
c. tahap lll :20% (dua puluh per-seratus)

Pasal 13

(1) Penyaluran tahap I 40% (empat puluh per-seratus) sebagaimana dimaksud
pada pasal (12) huruf a adalah :

1. Syarat umum penyaluran tahap I 40% (empat puluh per-seratus)
Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa adalah, Pemerintah Desa telah
menetapkan dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a. laporan pertanggungjawaban tahap 3 (tiga) tahun anggaran
sebelumnya.

b. bukti pembayaran pajak tahap 3 (tiga) tahun anggaran
sebelumnya.

c. peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa) ;

d. peraturan desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa
Menengah Desa (RKPDesaj);

e. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa);

f. peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes
Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya.

2. Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD tahap I 40% (empat
puluh per-seratus) ke bupati cq. Kepala DPMDPPKB harus dilampiri :

a. surat permohonan pencairan ADD Tahap I I 40% (empat puluh per-
seratus) dari kepala desa;
b. laporan realisasi ADD tahun sebelumnya;
c. fotocopy peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran yang
bersangkutan;
fotocopy nomor rekening kas desa pada Bank Umum;
fotocopy SK Kepala Desa dan SK Bendahara Desa; dan
rincian RAB ADD penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap [ ;
surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.

R0 Qo
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Penyaluran tahap II 40% (empat puluh per-seratus) sebagaimana dimaksud

pada pasal (12) huruf b adalah :

1. Syarat umum penyaluran tahap I 40% (empat puluh per-seratus)
Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa adalah, Pemerintah Desa telah
menetapkan dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a. laporan pertanggungjawaban tahap 1 (satu) tahun anggaran

berkenan.

b. bukti pembayaran pajak tahap 1 (satu) tahun anggaran berkenan.
2. Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD tahap II 40% (empat

puluh per-seratus) ke bupati cq. Kepala DPMDPPKB harus dilampiri :

a. surat permohonan pencairan ADD dari kepala desa;

b. laporan realisasi tahap I ;

c. rincian RAB ADD penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II;

d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.
Penyaluran tahap III 20% (dua puluh per-seratus) sebagaimana dimaksud
pada pasal (12) huruf ¢ adalah :

1. Syarat umum penyaluran tahap III 20% (dua puluh per-seratus)
Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa adalah, Pemerintah Desa telah
menetapkan dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a. laporan pertanggungjawaban tahap 2 (tiga) tahun anggaran

sebelumnya.

b. bukti pembayaran pajak tahap 3 (tiga) tahun anggaran

sebelumnya.

c. peraturan desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa

Menengah Desa Perubahan (RKPDesa-P) kalau ada;
d. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Perubahan (APBDesa-P) kalau ada;

2. Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD tahap III 20% (dua
puluh per-seratus) ke bupati cq. Kepala DPMDPPKB harus dilampiri :

surat permohonan pencairan ADD dari kepala desa,

laporan realisasi tahap II ;

rincian RAB ADD penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap III;

surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.

poop

BAGIAN KEDUA
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 14
Pemerintah Desa Wajib membuka Rekening Kas Umum Desa atas nama
pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur
Keuangan Desa di bank pemerintah yang di tunjuk oleh Pemerintah
Daerah;
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh PTPKD;
Penyaluran ADD ditransfer oleh BKAD ke rekening Kas Umum Desa
melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
Penyaluran dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
Paraturan Desa tentang APBDes dan laporan pertanggungjawaban
sebagaimana persyaratan setiap tahap untuk Alokasi Dana Desa;
Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDes dan laporan
pertanggungjawaban ditujukan kepada Bupati melalui DPMDPPKB dan
tembusan kepada Inspektorat Daerah dan Camat;
Permohonan Penyaluran ADD diajukan oleh Kepala Desa kepada bupati
cq. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Maluku Barat Daya dengan
melampirkan rekomendasi camat.
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Pasal 15

Tim Verifikasi melakukan verifikasi secara teknis atas kelengkapan dan
kebenaran berkas permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Kepala
Desa;

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Bupati;

Apabila berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan /
atau tidak benar, berkas dikembalikan kepada desa untuk dilengkapi dan
/ atau diperbaiki paling lambat 2 (dua) hari setelah diverifikasi;

Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lengkap dan benar, Kepala DPMDPPKB mengajukan proses pencairan ADD
ke BKAD;

Kepala DPMDPPKB membuat pengantar rekomendasi percairan ADD
kepada BKAD rangkap 2 (dua);

Kepala BKAD meneliti berkas permohonan pencairan ADD yang telah
diterima, dan apabila dinyatakan lengkap dan benar, selanjutnya segera
memproses pencairan dana sesuai mekanismce yang berlaku;

Pencairan ADD dilaksanakan melalui transfer dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa;

Pencairan ADD pada masing-masing Rekening Kas Desa dilakukan oleh
Kaur Keuangan Desa dan Kepala Desa.

Pasal 16

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara bertahap, yaitu :

a. Tahap I paling lama bulan Mei sebesar 40% (empat puluh per-seratus)

b. Tahap II Paling lama bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh per-
seratus)

c. Tahap III Paling lama Minggu ke 2 (dua) bulan Desember sebesar 20%
(dua puluh per-seratus)

Dalam hal terdapat Perubahan Alokasi Dana Desa pada tahun berjalan,

maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan Alokasi Dana

Desa;

Dalam hal terdapat Kurang Salur dan/atau lebih salur ADD, maka

kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat

diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun berikutnya.

BAGIAN KETIGA
MEKANISME PELAKSANAAN ADD

Pasal 17

Pelaksana kegiatan ADD yaitu :

a. Kepala Urusan Pemerintahan/perangkat desa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa selaku pelaksana teknis kegiatan Pemerintahan Desa
(penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, tunjangan kepala
desa, operator desa, kepala soa, saniri, marinyo, dan lembaga adat
lainnya);

b. Sekretaris BPD selaku pelaksana teknis kegiatan BPD untuk kegiatan
Tunjangan dan Operasional BPD;

c. Kaur Urusan Umum dan Kepala Urusan Pembangunan selaku
Pelaksana Teknis kegiatan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan
bidang dalam APBDesa.

Pelaksana teknis kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan
kegiatan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya.
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Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
Verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Dalam melakukan verifikasi, pengajuan pembayaran sesuai ayat (2)
Sekretaris Desa berkewajiban untuk;

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh
pelaksana teknis kegiatan;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana teknis
kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa, selanjutnya Bendahara
melakukan pembayaran.

Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimakaud pada ayat (5),
selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan padak
lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak dan pajak
yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Setiap belanja Barang dan jasa yang dibebankan pada APBDes harus
menggunakan prinsip efisien, efektif dan berpedoman pada peraturan
bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa serta
berdasarkan Standar Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
Setiap pengeluaran belanja dalam APBDes harus didukung dengan bukti
Yang lengkap dan sah dengan ketentuan :

a. Pengeluaran untuk rapat-rapat dibuktikan dengan surat perintah (SP)
pembelian konsumsi, nota pembelian, kwitansi pembayaran dan daftar
hadir rapat;

b. Pengeluaran untuk perjalanan dinas dibuktikan dengan surat perintah
tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Laporan Perjalanan
Dinas dan Kwitansi Pembayaran;

c. Pengeluaran untuk tunjangan/dibuktikan dengan Surat Keputusan
Kepala Desa dan tanda terima;

d. Pengeluaran untuk pembelian barang/jasa atau bahan-bahan,
dibuktikan dengan surat perintah pembelian dan nota pembelian dan
kwitansi pembayaran;

e. Pengeluaran untuk insentif Kepala Soa, Saniri, linmas dan Marinyo
dibuktikan dengan tanda terima dan Daftar Pembayaran Insentif serta
Surat Keputusan Kepala Desa;

f. Pengeluaran lain-lain juga harus didukung dengan bukti yang sah

Pasal 18

Kepala Desa berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan terhadap kegiatan ADD;

Ketua BPD berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan terhadap pelaksanaan teknis kegiatan operasional BPD;
Semua kegiatan yang dilaksanakan mengggunakan ADD harus sudah
selesai pada akhir tahun anggaran berjalan;

Sisa lebih perhitungan anggaran dan bunga bank yang terdapat dalam
rekening kas umum desa menjadi pendapatan desa.
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BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 19

Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD dibuat oleh pelaksana
teknis kegiatan dan diketahui oleh Kepala Desa serta terintegrasi dengan
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBDesa;

Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dibukukan dalam buku
kas pembantu oleh Kaur Keuangan Desa sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Buku Kas Umum Desa,

Laporan realisasi penggunaan ADD dibuat oleh Sekretaris Desa selaku
koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;

Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran penggunaan ADD
kepada Bupati cq. Kepala DPMDPPKB dan tembusannya disampaikan
kepada Kepala BKAD, Inspektorat Daerah dan Camat paling lambat
tanggal 20 Januari tahun berikutnya;

Pasal 20

Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir

pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan

pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan

rekomendasi Penyelesaian akhir penggunaan ADD;

Sistematika laporan akhir pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pendahuluan,;

b. Program kerja di bidang Pemerintahan Desa,Pembangunan Desa,
Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan;

c. Realisasi Anggaran ADD;

d. Pemasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk
mengatasi masalah tersebut; dan

e. Penutup

Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dlsampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPMDPPKB dan

tembusannya disampaikan kepada Kepala BKAD, Inspektorat Daerah dan

Camat;

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawaaan pelaksanaan
pengelolaan ADD.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat () dilakukan oleh Camat
dan perangkat daerah lainnya sesuai bidang tugas.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional
dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional
lainnya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. pembangunan desa;

c. kemasyarakatan desa;

d. pemberdayaan masyarakat desa;
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